Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 435 /KPTS/VIl/2022
, TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

1.

a.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi maka perlu
adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satu faktor
penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya
keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu
anggota organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;

bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat
pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan
perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya,
perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Agen Perubahan (Agent of
Change) Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);




f. Teladan (role model) :

bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam

berfikir, bertingkah laku dan berprestasi.

g. Rencana tindak Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan Gubernur ini .

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dan sumber dana lain yang sah serta tidak

mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17Juni 2022
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1. Menteri Pendayagunaan A&Jaratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.




